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PUTUSAN
Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01 Juni 1990 (Umur 30 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat Tinggal di Jalan Saka Permai, RT.13, RW.
01,Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin,dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada Agus Hariyanto, S.H dan Zainal Aqli
Muthasimbillah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, pada
Kantor Agus Hariyanto, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan
HKSN Komplek AMD Permai, RT. 17, Kelurahan Alalak
Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November
2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarmasin tanggal 26 November 2020, Nomor:
322/11/2020/PA.Bjm, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,lahir di Tapin,pada tanggal 27 September 1990 (Umur 30 Tahun),
agama lIslam, Pekerjaan Wirasasta, bertempat Tinggal di
Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok B10,
No0.465, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin

Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya secara E-Court
bertanggal 20 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarmasin Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA.Bjm, 25 November 2020
telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1,9.9,0,0,0.0.0.0,0.0.0,0,0,0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0,0,0,.0.0.0,0.0.0.0,.0,0.0.0.0,0,.0.0.0,0,0.0.0.0,.0.0.0,0,0,0.9,0,0,0.0.0,0,0,0.0,0,0,.0.9.0,0.4

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah
hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil /
kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun
kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang ketidakhadirannya
tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak
beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan,
maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan,
meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun
tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara
ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371034106900009 tanggal 11

Juni 2020 atas nama XXXXXXXXXXxxxxX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:1081/085/X1/2013,tanggal 27
November 2013,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Barat.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberitanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-22062020-0044,
tanggal 22 Juni 2020, atas nama XxxXxxxxxxxX (Anak Penggugat dan
Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberitanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 6371031012150004, atas nama Kepala
Keluarga xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti suratter sebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P.4);

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut

Agama Islam, yaitu:

1.Mulyani binti Dulhadi, lahir di Surabaya, tanggall2 November 1971(umur 49
tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di
Jalan Saka PermaiGg. Abdul Hamid,RT.13, RW. 01, No. 23, Kelurahan Belitung
Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Asyari;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada November 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang
tua

- Penggugat, kemudian mereka pindah tinggal dirumah sewaan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana
layaknya suami istri dandikaruniai 1 (satu) orang anaklaki-lakibernama
Muhammad Raffa Azka;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sekarangsudah goyah dan tidak
harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, tidak memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak transparan dalam
mengelola keuangan keluarga, padahal Tergugat ada mendapatkan
uang lembur selain penghasilan tetap, sehingga keperluan di rumah
tangga sering sekali tidak mencukupi, Tergugat juga sangat kasar
kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, juga karena
masalah handphone Tergugat yang berbunyi dan dijawab/diangkat oleh
Penggugat, Tergugat marah karena handphonenya dijawab/ di angkat
oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga memukul Penggugat,;

- Bahwa saksi hanya melihat memar di punggung Penggugat akibat
bekas pukulan,saksi bersama adik Penggugat datang ketempat
Penggugat setelah mendapat telpon dari Penggugat bahwa Penggugat
di pukul Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah pisah Tergugat datang hanya untuk menemui anak tidak
untuk menemui Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa selama pisah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

2.Eka Ayuni binti Rachmadi,lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Maret 1995 (umur
25 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirasawsta, tempat
tinggal di Jalan Saka Permai Gg. Abdul Hamid,RT. 13,RW. 01,No. 23,Kelurahan
Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ansyatri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Penggugat, kemudian pindah kerumah sewaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaisuami istri dan
mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Raffa Azka
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak
harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang
tidaktransparandalammengelolakeuangandirumahtangga, sehingga untuk
keperluan dirumah tangga tidak mencukupi, padahal selain penghasilan
tetapTergugat ada mempunyai uang lembur, Tergugat kasar kepada
Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, gara-gara handphone
Tergugat juga marah, karena waktu itu ketika handphone Tergugat berbunyi
Penggugat yang menjawab/mengangkatnya, Tergugat juga memukul
Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya

melihat memar di tubuhPenggugat akibat bekas pukulan, setelah di pikul
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Penggugat menelpon ibu, kemudian saksi bersama ibu saksi mendatangi
ketempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang keluar meninggalkan rumah, kembali kerumah
orang tuaPenggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih sudah
berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat datang hanya untuk menemui anak
saja tidak untuk bertemu
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha damai untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon
putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah
tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat;
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan
tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada
orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut
tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi
tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat yang tidak transparan dalam mengelola keuangan
dirumah tangga, sehingga untuk keperluan dirumah tangga tidak mencukupi,
padahal selain penghasilan tetapTergugat ada mempunyai uang lembur,
Tergugat kasar kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat dan
akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan
pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwva yang dilihat, didengar atau
dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut,
disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan
Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2013 di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  Kecamatan
Banjarmasin Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

sah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat yang

tidak transparan dalam mengelola keuangan dirumah tangga, sehingga

untuk keperluan dirumah tangga tidak mencukupi, padahal selain
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penghasilan tetapTergugat ada mempunyai uang lembur, Tergugat kasar
kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat pada tahun 2018 dan sejak itu antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada
hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan
fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam
satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 2 tahun lamanya antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan
komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya
suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara
Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini
menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;
Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa
sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan
tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang
sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok

gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara
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Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi
karena rumah tangga keduanya telah pecah (marriage breakdown), sehingga
tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21
dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya
sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan
kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi
kedua belah pihak dan justeru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya,
sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik
bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

dlaoll cl> Gle paio suwlaall s )

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah
memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah

membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan
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Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek
hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar
Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim:
aindl wls] 5> aus sl Jlss sl ijmn jim 0l

Artinya : Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun
ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat
bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul), dan berdasarkan catatan
status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum lIslam, talak yang dijatuhkan
adalah talak satu ba'in shughra, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar
hukum Islam dalam Kitab al-Fighiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh Juz VI

halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:
b Mo Bliinl) uola)l azdes s3I Ml

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah talak

bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang
berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. MenjatuhkanTalak Satu Bain Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.
Masmuntiara, S.H, M.H.l sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan
Drs. H. zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Rubyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Munajat, M.H. Dra. Hj. Masmuntiara, S.H, M.H.I.
Hakim Anggota
Drs.H. Zulkifli

Panitera Pengganti
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Rubyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran 'Rp 30.000,00

Biaya Proses :Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan :Rp. 300.000,00
PNBP Panggilan :Rp.  20.000,00
Redaksi :Rp.  10.000,00
Biaya meterai : Rp. 9.000.00.
Jumlah :Rp. 419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

ok 0N
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